Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 443

WALI KOTA BAUBAU |
PROVID|ISI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU@{
NOMOR 4 TAHUN .202.8
TENTANG | |

KAWASAN TANPA ROKOK

WALI KOTA BAUBAU,

. bahwa setiap orang memiliki hak asasi untuk merawat dan

menjaga kesehatannya dari /pengarih buruk asap rokok
serta dengan memiliki kesehatan merupakan salah satu
unsur kesejahteraan yang h us diwgjudkan sesuai dengan
cita-cita bangsa Indonesia sebagai jana dimaksud dalam
Pancasila dan Undang-Und :lmg da ar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. bahwa perilaku merokok dan papanan asap rokok dapat

[i
i

mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan
kualitas hidup sehingga dif)erluk | upaya pengendalian
dampak rokok terhadap kbsehatanh individu, keluarga,
masyarakat dan lingkungan; ' l

Ayat (1} Peraturan
Pemerintah Nomor 28 T lLln 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang|Nomor §
Kesehatan, Pemerintah Daerah waji
mengimplementasikan Kawas

dengan Peraturan Daera.h

. bahwa berdasarkan pertjmbangan s'bagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dal'x huruff !

. Pasal 18 ayat {6} Undang- Indamg Pasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Bau'—Ba : (Lemb an Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 |No 101 93,; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesaa Tahun 402

. Undang—Undang Nomor 3 Ta ‘ un 2014 tentang

]



Menetapkan:

2.
3.
4

Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Pemerintah Pengganti Undang
tentang Cipta Kerja menjad
Negara Republik Indonesia
Tambahan  Lembaran
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20

(Lembaran Negara Tahun Re

Nomor 105, Tambahan Lembaran Negs

Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomgr 28 T
Peraturan Pelaksanaan Undang-Unds

2023 tentang Kesehatan

MEMUTUSKAN :

BAB |
KETENTUAN U

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
1.

Daerah adalah Kota Baubau.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Dz

Wali Kota adalah Wali Kota B;aub
Perangkat Daerah adalah unsur

Negara

‘Undang
Ll Unda:
Tahur

ublik Ij

a;Lembaran
Indonesia Tahun 2024 Nom?'r 135,
Negara Republik Indonesia Nomor 6952).

|

MUM

au.
|pen:ﬂmm

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN ’i

k’enetapan Peraturan
Nomor 2 Tahun 2022
Lg—Undang (Lembaran
1 2023 Nomor 41,
Republik  Indonesia

?3 tentang Kesehatan
hdonesia Tahun 2023
ira Republik Indonesia

fahun 2024 tentang
iIng Nomor 17 tahun
Negara Republik
P‘mbahm Lembaran
)

PANPA ROKOK.
|

lengan:
terah Kota Baubau.

u Kepala Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Dadrah dajam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjddi kewe
Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya
ruangan atau area yang dinyvatakan dila
kegiatan memproduksi, menjua
mempromosikan produk tembakau lainny
Rokok adalah hasil olahan teml akau {|
cerutu atau bentuk lainnya yang dihall

Nicotiana Tabacum, Nicotiana

atau sintetisnya termasuk shisha, roko

tembakau yang dipanaskan
mengandung nikotin dan tar
tambahan.

Merokok adalah kegiatan membakar

rokok.

Tempat Khusus Merokok adalah tempé

khusus untuk kegiatan merokok.

Zat adiktif adalah bahan 'yang meny

ketergantungan yang memb.
ditandai perubahan perilaku, ko

-2-

1, men

tica,

dan be
dengan

Jxayakan

pnitif, ddn

hangan daerah.
disingkat KTR adalah
rarg untuk merokok,
giklankan, dan/atau
a.

erbungkus termasuk
silkan dari tanaman
;dan spesies lainnya
L elektronik, produk
ntuk lainnya yang
atau tanpa bahan

‘Idan/atau menghisap
it yang diperuntukan
gebabkan adiksi atau

kesehatan dengan
fenomena fisiologis,




10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

| |

keinginan kuat untuk mengonsumsi bah

i
an tersebut, kesulitan

dalam mengendalikan penggunaannya, n’r.emberi prioritas pada

penggunaan bahan  tersebut|

gejala putus zat.
Produk tembakau adalah s
keseluruhan atau sebagian terbuat

darip;
meningkatnya toleransi dan dapat m

latu ¢

da kegiatan lain,
le-nye:babk:am keadaan

roduk yang secara
dari daun tembakau

1

sebagai bahan bakunya yang diéalah unﬁ‘luk digunakan dengan

cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau

d
. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung
menghisap asap rokok dari rokoknya yan‘

i kunyah.

e sedang dibakar.

Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun
terpaksa menghisap atau me;nghirupﬁ asap rokok yang
dikeluarkan oleh perokok. l I
Produksi adalah kegiatan atau proses m

membuat, menghasilkan, merrgemas,
dan/atau mengubah bentuk bahan baku

Promosi produk tembakau adalah kegiz|
u  prod

penyebarluasan informasi sua

enyiapkan, mengolah,

| mengemas kembali

|menjadi rokok.

Ltan pengenalan atau
tembakau untuk

menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang

akan dan sedang diperdagangkan.

Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi

langsung atau tidak langsuné,

dalam

bentuk dana atau

lainnya, dalam berbagai kegiatan yang d:hakukan oleh lembaga

atau perorangan dengan tujuan m
promosi produk tembakaun atau p

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah

engguns;

empengaruhi  melalui
ian produk tembakau.
suatu alat dan/atau

tempat yang digunakan wuntuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, batk prom ltJf, pre\J

rehabilitatif yang dilakukan
Daerah, dan/atau masyarakat.
Tempat kerja adalah tiap ruang

leh pe

Entif, kuratif, maupun
erintah, Pemerintah

atau lapangan tertutup atau

terbuka, bergerak atau tetap dimana tenlj'iga kerja bekerja, atau

yang sering dimasuki tenaga Kerja u
usaha dan dimana terdapat sumber
bahaya. '

jtuk keperluan suatu

Latau sumber-sumber
|

Tempat proses belajar mengajar Idalah gﬁadung yang digunakan

untuk Kkegiatan belajar,
pelatihan.

mengajar, ]rendidikan dan/atau

Tempat bermain dan/atau tempat berkuipul anak adalah area

tertutup maupun terbuka yan
bermain anak-anak. i

Tempat ibadah adalah bangunan atau
hmusuél dipergunakan untuk

memiliki ciri-ciri tertentu yang

g digun,

{akan untuk kegiatan

ruang tertutup yvang

beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara

permanen, tidak termasuk tempat ibadah

Angkutan umum adalah alat angkutan

dapat berupa kendaraan darat, air dan u

 keluarga.
bagi masyarakat yang
dara.




22, Tempat umum adalah semua [tempat
diakses oleh masyarakat umum
dimanfaatkan bersama-sama unf
dikelola oleh pemerintah, swasta,
Sarana olalhraga adalah tem{
menyelenggarakan kegiatan olahraga.

.Tempat lainnya yang ditetapk

23.
24

untuk kegiatan masyarakat.
Setiap orang adalah orang perseorangan
berbentuk badan hukum maupun tidak t
Badan adalah sekumpulan o

29.

26.

perseroan komanditer, persero
negara atau daerah dengan n
firma, kongsi, koperasi,
massa, organisasi sosial pohtlk atau oy

13311115
1a dan ¢

lembaga dana pensiun, bentuk usahc{

badan lainnya.

27. Pimpinan badan, yang selanjutnya dise

pengelola, manajer, pimpinan, penanggu
pada KTR yang diatur dalam Peraturan I}

Kesehatan adalah keadaan sehat baik
sosial dan budaya yang memu gkinka’
hidup produktif secara sosial
Tempat atau gedung tertutup
ditutup oleh atap dan/atau dibatasi o

28.

29,

lebih terlepas dari matena] yang dlgun

permanen atau sementara.
Pengelola, pimpinan dan/atau
adalah orang dan/atau badan
memimpin dan/atau bertanggung j

30. penanmggung jawab gedung
ang karena jabatannya

awab atas kegiatan

dan/atau usaha di tempal atau kawt

sebagai kawasan tanpa rokok, balk m111
swasta.

Tujuan, Sasaran, dan Ruang|

adz
dan/atau tertutup yang dapat dunanfq

persekutuan,

1 ekonort
adalah te

m y;

\
Jltertutup yang dapat

dan/atau tempat yang dapat
uk kegit
dan majsyarakat.

t yari

htan masyarakat yang
g digunakan untuk

tlah  tempat terbuka
i1at.kzm bersama-sama

‘atau badan, baik yvang
terbadan hukum.
,n/atau modal yang
usaha maupun
1ti perseroan terbatas,
a, badan usaha milik
lalam bentuk apapun,
yayasan, organisasi
ganisasi yang sejenis,
tetap, serta bentuk

=but pimpinan adalah
ng jawab, dan pemilik
aerah ini.

secara fisik, mental,
n setiap orang untuk
hi.

mpat atau ruang yvang
eh satu dinding atau
akan dengan struktur

asan yang ditetapkan
k pemerintah maupun

Aingkup

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. melindungi kesehatan masyalrakat d‘
rokok; dan

bh. menciptakan Imgkungan h dup ya
bebas dari asap rokok di Kota Bauba

(2) Sasaran Peraturan Daerah ini adalah:

a. pencegahan dan pengurangan ris
paparan asap rokok, terutama bagi ng
dan kelompok rentan; '

(1)

-4-

ari dampak buruk asap

1g bersih, sehat, dan
1,

|ko kesehatan akibat

Fn»-perokok, anak-anak,




d.

{1)

(2)

(3)

(1)

(2)

J

b. pemenuhan kewajiban hukum be

perundang-undangan yang leb
¢. peningkatan kesadaran masy
guna mendorong gaya hidup be
Ruang lingkup pengaturan d:
meliputi:
tanggung jawab Pemerintah D
KTR;
pengendalian iklan produk ten
satuan tugas penegakan KTR;
larangan;
peran serta masyarakat;
pendanaan;
. pembinaan dan pengawasan;
ketentuan penyidikan;dan
ketentuan pidana.

TR EE e a0 g

BAB II

PENETAPAN

Bagian Kesatu

KTR

Pasal 3
KTR meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar-mergaja
c. tempat anak bermain; '
d. tempat ibadah;
€. angkutan umum;
f. sarana olahraga;
g. tempat kerja;
h. tempat umum; dan
i. tempat lain yang ditetapkan dg
Pengelola, penyelenggara

sebagaimana dimaksud pada ayalt

Pengelola, penyelenggara atau p
dan tempat umum yang diteta
pada ayat (1) huruf f dan huruf
khusus untuk merokok.

Pasal 4
KTR sebagaimana dimaksud dal
sampai dengan huruf e, dilaran
untuk merokok dan merupakar
rokok hingga batas terluar. !

atau

ih tinggi
>bas rok

nerah;

KTR

|
1
|
I

—
H

|
ngan Kc;

cnanggu
pkan se
g wajib

—

lam Pag
‘ menyes
h KTR 3

KTR sebagaimana dimaksud{' dalam Pasal

huruf g adalah seluruh gedung

dari atap paling luar, dan Wajih‘

untuk merckok.

| tertutu
menyeq

i

nbakau; ’

rdasarkan peraturan
dan

arakat 1r‘»f:ntau'ng bahaya rokok

Dlc.
braturan Daerah ini

&Jutusm Wali Kota.

Ilau‘xggl.m awab KTR

per
(1) wajjb menerapkan KTR.

ngjawab tempat kerja
bagaimana dimaksud
menyediakan tempat

?1 3 ayat (1} huruf a,
liakan tempat khusus
rang bebas dari asap

' 3 ayat (1) huruf f dan
p sampai kucuran air
liakan tempat khusus




|
|
|
I

Pasal 5|

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana éimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf a meliputi:
a. rumah sakit;

b. rumah bersalin; '
c. poliklinik;

d. puskesmas;

e. balai pengobatan;
f. posyandu;

g. tempat praktek kesehatan swasta;dan

h. apotek.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
a. sekolah;

b. perguruan tinggi;

¢. balai pendidikan dan pelatihan;
d. balai latihan kerja;

e. tempat bimbingan belajar; dan
f. tempat kursus.

Pasal 7|

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksu;,d dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf ¢ meliputi:

a. area bermain anak;

b. tempat penitipan anak; |
c. gedung pendidikan anak usia IdJm,
d. gedung taman kanak-kanak; dan

-
e. taman terbuka yang terdapat fasili-Lcas anak-anak.

Pasal El

d meliputi:

I

Tempat ibadah sebagimana dimaksuld dalam I. Pasal 3 ayat (1) huruf
|

a. mesjid/mushola;
b. gereja; .
C. pura; |
d. vihara; dan
e. klenteng.

|
Pasal 9
' |

huruf e meliputi: |

|

o

a. bus umum termasuk bus antar kat
b. angkutan umum;

a,

Angkutan umum sebagaimana dimaksud daplam Pasal 3 ayat (1)

’!




¢. bus angkutan anak seckolah; 1 !
d. bus angkutan karvawan; dan | i
e. angkutan perairan/laut. ‘

| Pasal lp
Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf f meliputi:

a. lapangan olahraga; ! ‘
b. gedung olahraga;
c. stadion;

d. kolam renang;

e. fitness dan gym center,dan i
f. fasilitas olahraga lainnya.

!
Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
g meliputi: |
a. perkantoran pemerintah baik sipil} TNI maupun Polri;
b. perkantoran swasta; J
¢. industri; dan

d. mal pelayanan publik. T

Pasal 12
Tempat umum sebagaimana d;irnakfsud dajam Pasal 3 ayat (1)
huruf h meliputi: ' ”
a. pasar modern;
b. pasar tradisional;
c. tempat wisata;
d. hotel dan restoran/tempat makan F
e. tempat rekreasi;
f. tempat hiburan; :
g. halte; '
h. terminal angkutan umum; dan |
i. pelabuhan dan bandar udara,

Bagian Kedua

|
Tanda Dilarang Merokok
|

Pasal 13 ;
Tanda dilarang merokok berbentuk: |

a. suara; dan
b. tulisan disertai gambar.




(1)

{2

(1}

(3)

(4)

Pasal 14
Tanda dilarang merokok berbentuk
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, melipt
a. pengumuman melalui pengeras suara;

b. rekaman yang telah dipersiap ;dan/|

suara sebagaimana
ti:
|

iad:au

c. bentuk suara lain yang me gmgatkan orang agar tidak

merokok di KTR.
Tanda dilarang merokok be bentuk
dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan p
a. bahaya merokok bagi kesehatan;
b. dasar hukum pemberlakuan K

c. sanksi administratif yang dikerLakan.

Pasal 1

R; dan

suara sebagaimana
san, meliputi:

Tanda dilarang merokok berbeni'uk tuhsﬁan dan/atau gambar

scbagaimana dimaksud dalam| Pasal

memenuhi standar teknis, meliputi:

a. terdapat gambar rokok, vape, [isha,da
lainya masing-masing dile dal
yang disilang;

b. dasar hukum pemberlakuan K I‘R

c¢. mencantumkan logo Daerah;

d. mencantumkan sanksi yang di

|
kenak
e. mencantumkan layanan pengaduan

f. font arial dengan ukuran paling re
delapan); !

1

g. warna dasar putih; dan
h.dapat mencantumkan logo lembaga 1|
melebihi logo Daerah. ]

Tanda dilarang merokok sebagamnana dlr
tercantum dalam Lampiran yang mert
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah,

Pasal Ih’)
Setiap pimpinan wajib memasani

tanda
KTR yang menjadi tanggungjawal

nya. |

Tanda larangan merokok ditenrfxpatkam'\,

utama/gerbang/pintu masuk b
pada ruang.

Letak tanda larangan merokok sebagain
ayat (2) berada pada lokasi/ te:mpat-tm
mudah dilihat, dan mudah terbaca. ]

Peletakan tanda larangan merokok di
secara permanen maupun | tidak
ditempel/diletakkan pada dinding ruangg

angunar

] ’

Asyarakat;

13 huruf b wajib

n/atau bentuk rokok

am lingkaran merah

ndah 28 (dua puluh

dengan besaran tidak

naksud pada Ayat (1),
tpa.kan bagian yang

larangan merokok di

pada pintu masuk
1 /gedung, dan pintu

hana dimaksud pada
mpat yang strategis,
w

\pat dilakukan baik
 permanen dengan
n.




Bagian Ke

iga

Tempat Khusus untuk Mergkok

Pasal 17

{1) Tempat khusus untuk merokok atau smoking area

sebagajmanrlzt dimaksud

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. berupa ruang terbuka ata
langsung dengan udara 1
bersirkulasi dengan baik;

 Pasal} 3 ayat (3), harus
. ruang yang berhubungan
ar sehingga wudara dapat

i

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang

lain yang digunakan untuk beraktivitaé:‘l;

c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu'keluar;

c. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; |

d. dilengkapi dengan asbak atau
puntung rokok;

tempat }%)embuangan abu dan

e. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi

kesehatan;

f. diberi tanda/simbol tempat khusus juntuk merokok atau

smoking area.

(2) Tempat khusus untuk merckok| atau sinoking area terlarang

bagi orang di bawah usia 21

fdua pq'luh satu} tahun dan
| 1

perempuan hamil.
BAB 1] ‘
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 138

Pemerintah Daerah berkewajiba;ln

|
berh}mggungjawab untuk

melaksanakan penetapan dan pener llpan KTIR dalam bentuk:
a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR didaerah;

i |
b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;

c. melakukan sosialisasi peraturan
berkaitan dengan KTR; dan

perundang-undangan yang

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

KTR.

Pasal 19

(1) Setiap orang dilarang merokok di

(2) Setiap orang/badan dﬂarang me

KTR.

ngiklankan, mempromosikan,

memberikan sponsor, menjb.al,
KTR. |

(3) Larangan menjual dan membeli

|da\n/ atau membeli rokok di

sebagajrpana dimaksud pada

ayat (2} dikecualikan untuk:temdgllaat umum yang memiliki ijin

untuk menjual rokok.




(4} Setiap orang, lembaga, dan/atau

Badan Hukum yang menjual

rokok pada KTR dilarang memajang atau memperlihatkan
secara jelas jenis dan produk rokok yang giperdagangkan.

Pasal 2C

Setiap pimpinan, pengelola atau per;xanggur:g jawab fasilitas KTR

wajib untuk:

a. melakukan pengawasan internal p

b.
C.

dan

berkaitan dengan KTR.

Pasal 21
pengelola atauy

Setiap pimpinan,
melanggar ketentuan sebagaimana
dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan,

b. teguran tertulis;

€. penghentian sementara kegiatan; d
d. pencabutan izin usaha.

BAB IV|

melakukan sosialisasi Peraturan

melarang semua orang yang merokok padal

menyedjakan tempat khusus untuk m
umum dan tempat kerja yang diteﬂapkan S

d. memasang tanda-tanda dilarang merokok ]
. melakukan pendidikan tentang bahaya r

]
ada pad_ali KTR;

KTR;

rokok pada tempat
bagai KTR;

vada KTR.

kok bagi masyarakat;

ang-undangan yang

penapggung jawab yang
dimaksud dalam Pasal 20

PEMBINAAN DAN PENGAWI% WSAN

Bagian Kﬁ
Pembina

Pasal 2
(1} Wali Kota melakukan pembinaa

satu
an

2

h dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan KTR di Daerah. | |

(2} Pembinaan dan pengawasan iseba'gaima_ne_'. dimaksud pada Ayat

(1} ditakukan meliputi:

a. penyebarluasan informasi dan sosidlisasi melalui media

cetak elektronik;

b. mengkoordinasikan dengan
organisasi masyarakat, kalan

masyarakat dan tokoh-tokoh agama,

c. memotivasi dan memban;
masyarakat untuk hidup, seh
melakukan kampanye KTR;

d. merumuskan kebijakan-kebij

un

perlindungan masyarakat t'ian
| |

«10

. seluru‘r"l
pan pendidikan, tokoh-tokoh

bt tanp

instansi, elemen




e. bekerja sama dengan badan-padan atau lembaga-lembaga
nasional maupun internasional dalam upaya melindungi
masyarakat dari paparan asap rokok;

f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTR; dan

g. pemberian penghargaan kepadg. pimpinan lembaga dan/atau
badan yang berhasil mengimpl *mentasikan KTR.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 2i3 1
(1} Wali Kota melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga
pemerintah dan non pemerintah. |

(2} Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

pengaturan dan pelaksanaan. | !
Bagian Ketjga
Pengawasan

Pasal 24

(1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh per‘angkat Daerah yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi sdsuai dengan tempat
yang dinyatakan sebagai KTR. i

(2) Perangkat Daerah sebagaimana éimaksud pada ayat (1} terdiri
dari: |

a. Perangkat Daerah pokok dan ftflngsinya di bidang kesehatan
melakukan pembinaan terhadap |fasilitas pelayanan

kesehatan;

b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang pendidikan melakukan pmbinaan terhadap
lingkungan tempat proses belajar-mengajar dan tempat
bermain dan/atau berkumpuinya anak': anak;

c. Perangkat Daerah yang tug s pokock dan fungsinya di
bidang sosial melakukan p 'mbinaeiln terhadap tempat
ibadah; |

d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang
perhubungan melakukan pembinaan] terhadap angkutan
umumn; !

I . )

e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang ketenagakerjaan meclakukan pembinaan dan
pengawasan tempat kerja;

f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang pariwisata dan bidang perhyibungan melakukan
pembinaan dan pengawasén teﬁlpat unjum; dan

g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang ketertiban umuf;n n'aelakuk%n pembinaan dan
pengawasan seluruh KTR. '
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|
(3) Pengawasan sebagaimana yang dimak

(4) Hasil pengawasan sebagaimana

dilaporkan kepada Wali Kota setii:p 3 (tiga) bulan.

(1) Untuk

(2)

(3)

(1)

(2)

(3) Pembinaan dan pengawasan

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. |

| BAB V

SATUAN TUGAS PE

dimal

l
NEGAK,

Pasal 25 ]

Satuan Tugas Penegak KTR.

Satuan Tugas Penegak KTR me
memasuki KTR baik siang maupun
maupun di luar jam kerja ur

pelaksanaan KTR.

pada ayat (1} tim berkoordina i deng; ;

dan/atau badan.

Satuan Tugas Penegak KTR seba

Pasal 2

melaksanakan pemllainaan
sebagaimana dimaksud dalam Pa

1sal 24, ]

[
I

mpunya

5% dan

sud pada Ayat (1)

isud pada Ayat (3)

KTR

i
|

pengawasan
Wali Kota membentuk

',1 kewenangan untuk
selama jam kerja

lakukan pembinaan

Pasal 25 ayat (1) terdiri dari ﬂaerangk it Daerah yang yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi

yang dinyatakan sebagai KTR.
Perangkat Daerah sebagaimana c-iimaksu
dari: ‘

b.

g

kesehatan;

Perangkat Daerah yang rqenyelenggaré

pendidikan;

sosial;

. Perangkat Daerah yang menye

perhubungan;

. Perangkat Daerah yang menye

ketenagakerjaan;
Perangkat Daerah yang menye
pariwisata;

a. Perangkat Daerah yang menye}enggaré

. Perangkat Daerah yang nienyelenggarg

len ggarg

|
lenggarc

Perangkat Daerah yang menyelenggarc

ketertiban umum.

sebaga.m

Ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris g
(4) Hasil pembinaan dan pengaw. san seaaga:mana dimaksud
pada Ayat (1) dilaporkan secara berkaﬂa kepada Wali Kota

setiap 3 (tiga) bulan.

{5) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimd

Pasal 25 Aysl:tt (1) ditetapkan den

12 - l

an Kepu

13nggar4kan

I

esuai dengan tempat

id pada ayat (1) terdiri
'lkan urusan dibidang
ikan urusan dibidang
tkan urusan dibidang
ikan urusan dibidang
urusan dibidang
tkan urusan dibidang
ikan urusan dibidang

nana dimaksud pada
)aerah

ina dimaksud dalam
tusan Wali Kota.




|
BAB VI !
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 2]

{1) Masyarakat dapat:

(2)

Biaya penataan dan pengelolaan KTR bers

clﬁan pempikiran, usulan dan

a. memberi saran, pendapat,
pertimbangan berkenaan dengan | pemantauan dan
pelaksanaan kebijakan KTR;

b. berpartisipasi dalam  pemberian | bimbingan dalam
penyuluhan serta penyebarluasan| informasi kepada
masyarakat tentang KTR; |

c. mengingatkan atau menegur perokok|untuk tidak merokok
di KTR;

d. memberitahu pemilik, pengelola, dan pgnanggung jawab KTR

jika terjadi pelanggaran; dan

e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi

pelanggaran. f
Pemerintah Daerah menyebarluaskan iinformasi berkenaan
dengan partisipasi masyarakat daLm penataan dan

pengelolaan KTR. 1

i

|

BAB VII |

PENDANAAN KTR
Pasal 28 |

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berwenang:
a. melakukan pemeriksaan a |s kebe_naran laporan serta

keterangan tentang pelanggaran ketent
b. melakukan pemeriksaan terhadap
melakukan pelanggaran ketentuan KTR;

c. meminta keterangan dan

uan XKTR;

|
l jorang yang diduga

bahan{ bukti dari orang

sehubungan dengan pelaﬂggmian ketentuan KTR;
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(1)

{2)

(3)

{4) Tindak pidana sebagaimana dim

(9)

!
|

d. melakukan pemeriksaan atas Iurat das
tentang pelanggaran ketentuan XTR; i

- melakukan pemeriksaan atau penyitaa)
bukti dalam pelanggaran ketentuan KT

meminta bantuan ahli dalam rangkd

penyidikan pelanggaran ke'tent{'lan K’I‘R|

. menghentikan penyidikan apabila t1
bukti yang membuktikan tentang
ketentuan KTR.

BAB IX
KETENTUAN jIDANA

|
Pasal 3
Setiap orang yang merokok temﬁ
dinyatakan sebagai KTR sebagairlnana di
19 ayat (1), dipidana dengan pidana kur
(tiga) hari dan/atau denda sekurang—kuf
(lima ratus ribu rupiahj).

Setiap orang yang mempromosikan, me
dan/atau membeli rokok di tempat arl
sebagai KTR sebagaimana dimaksud dals
dipidana dengan pidana kurungan palin;
dan/atau denda paling sebanyak-banya
(satu juta rupiah). |

Setiap pengelola KTR yang tidak mell
internal, membiarkan orang merokok, |

asbak ataw sejenisnya, dan tidak me)

n/atau dokumen lain

n bahan atau barang
R;
L pelaksanaan tugas
Hak terdapat cukup
adanya pelanggaran

at atau area yang
maksud dalam Pasal
ungan paling lama 3
angnya Rp.500.000,-

hgiklankan, menjual,
ea yang dinyatakan
im Pasal 19 ayat (2},
; lama 7 {tujuh) hari
knya Rp.1.000.000,-

hkukan pengawasan
Hdak menyingkirkan
mnasang tanda-tanda

dilarang merokok ditempat atau
KTR sebagaimana dimaksud dal : Pasat
pidana kurungan paling lama 15 (lima |
denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.0

rupiah). i

sud p:
dan ayat (3) adalah pelanggaran. |

ca y.

Denda sebagaimana dimaksud pa da ayat
(3) disetorkan ke kas Daerah.

-14 -

dinyatakan sebagai
20, dipidana dengan
elas} hari dan/atau
0,- {lima puluh juta

ida ayat (1), ayat (2),

(1), ayat (2), dan ayat




BAB X .-
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku ﬁ!ada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, n
Peraturan Daerah ini dengan pene

iemerintahkan pengundangan
mpatanhya dalam Lembaran

Daerah Wali Kota Baubau.
Ditetapkan di Baubau
pada tgnggal .99 SEPTEMBER 2095
ALI KOTA BAUBAU,
N FAHIM
Diundangkan di Baubau
pada tanggal .29 SePtemBen 2095 i
PARAF KQORDINASI
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, [~ o~ T isransyubi keman | PARAF
| Cepoa
- ¢ |amgey
% 5 |baow Fesptiapw
i i iy
MEIZAT AMRIL TAMIM ¢t g Roow g(
LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN ... "NOMOR q

|
|

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINS!I SULAWESI

TENGGARA NOMOR : ( 3/58/2025)

s




I. UMUM

PENJELASAN
ATAS

!

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU }

NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyard
terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karen
komponen penting dari tercapainya kesejsﬂeraan f
dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nol or 17;‘
Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak a
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang sef]
negara berkewajiban menyelenggarakan upay | kesehaf
menyuluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan |
kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan k¢

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka
kesehatan adalah berkaitan dengan pengamarian zat '
berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengand
rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa g
berbahaya bagi perckok pasif, sementara zat +diktif ¥
dan produk yang mengandung tembakau (rokok} buk
sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok
yang sama sekali dilarang secara hukum. ’

Dalam kerangka pengakuan, perwujﬂdaﬁ, dan
kesehatan dari warga negara, Article 8 of the Worls
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), mels
pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan per
rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atay
aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di s!
negara untuk menetapkan kebijakan guna melindun
asap rokok orang lain dan yang dapat mendorc
penghentian aktivitas merokok dari perokok|

ng peng
if. ]

aktif.

tkan terwujudnya dan
n kesehatan menjadi

tersebut sebagaimana

Tahun 2023 tentang .
tas kesehatan. Untuk
inggi-tingginya, maka
fan yang terpadu dan
penyakit, peningkatan
sehatan.

llnyelenggaraan upaya
adiktif terutama vang
iing tembakau (seperti
sap rokok justru lebih
ang berupa tembakau
anlah zat yang sama
juga bukan aktivitas

erlindungan hak atas
! Health Organization
stakkan prinsip dasar
okok pasif dari asap
i bahkan penghentian
atu sisi ada kewajiban
gi perokok pasif dari

urangan atau bahkan
Disisi yang lain, ada

kewajiban perokok aktif untuk meghormati hé
yang tidak merokok, dengan cara mengupayak
menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (per

Kewajiban negara dan kewajiban sesegrang te
suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upa
aktivitas merokok seseorang. Dengan pembaltasan
terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merclkok, da
orang lain tetap dapat terlindungi karena terbe as dari

Pembatasan inilah yang kemudian di kenal melaljii

tanpa rokok. Dihubungkan dengan kew : jiban
perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya,
menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas se
rokok. Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Kesehatan, menegaskan bahwa Pemerintdh Daerah "
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kesehatan orang lain
| asap rokoknya tidak

pkok pasif).

sebut bertemu pada
a untuk membatasi

_‘ersebut maka masih

hak atas kesehatan
1sap rokok.
penetapan kawasan

inegara dalam soal

a pemerintah wajib

jagai kawasan tanpa

Tahun 2023 tentang
ajib menetapkan dan




memgimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayatnya.

Hingga saat ini, Kota Baubau belum ada [Peraturan Daerah yang secara
khusus mengatur mengenai kawasan tanpa rok;ok, sehingga dengan
dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang secara
tersirat merupakan perintah dari Undang-Undang Némor 17 Tahun 2023
tentang kesehatan, akan menjadi dasar bagi P merintadh Kota Baubau untuk
melaksanakan hak konstitusional warga negara | dibidang kesehatan.
Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturarn Daerah ini meliputi:
Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, Ke\ﬁa.jiban dan Larangan, Peran
serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan| dan Koordinasi Ketentuan
Penyidikan, Ketentuan Pidana. \

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2 :
Cukup jelas ' !
Pasal 3 |
Ayat (1) i
Huruf a |
Cukup jelas |
Hurufb
Cukup jelas
Huruf ¢ |
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Hurufe 1
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g :
Cukup jelas
Huruf h |
“Tempat umum” mencakup |rumah |kost/kontrakan yang
dikelola secara komersial |

Hurufi
Cukup jélas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas |
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Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Tanda smoking area harus ditempatkan
melemahkan efektivitas tanda larangan m

Pasal 17
Culaup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

-18-

sedemikian rupa agar tidak
lerokok |




Pasal 30 |
Cukup jelas '

Pasal 31
Cukup jelas

]
|

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2025 NOMOR . Il
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LAMPIRAN |
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 4 TAHUN[2025

TENTANG |
KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH GAMBAR DILARANG MEROKOK

DILARANG:

MEROKOK/VAPE |
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